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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses 

Perolehan Hak Milik Atas Tanah Kas Desa oleh Gereja Katolik Pringwulung 

dan Gereja Katolik Babarsari telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Gereja Katolik Pringwulung mengajukan permohonan Hak Milik yang dari 

Tanah Kas Desa (TKD) pada awalnya tahun 2005 tetapi karena ada  

pertukaran dewan atau pengurus Gereja Katolik Pringwulung  maka 

permohonan tersebut tidak dilanjutkan. Permohonan Hak Milik dimulai 

lagi pada tahun 2008 dan sertipikat Hak Milik diberikan oleh Badan 

Pertanahan nasional (BPN) melalui Kepala Kantor Pertanahan Sleman 

pada tahun 2011. Gereja Katolik Babarsari mengajukan Permohonan Hak 

Milik pada tahun 2007 dan sertipikat hak Milik diberikan oleh Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sleman pada tahun  2012. 

2. Tahap-tahapnya adalah: 

a) Panitia peduli Gereja megajukan  proposal Perolehan Hak Milik Atas 

Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Desa Condoncatur dan 

Caturtunggal dengan tujuan untuk pembangunan saranana parkir, 

pelayanan kesehatan dan perluasan tempat  peribadatan ; 

b) Panitia Peduli Gereja melakuan presentasi atas proposal di hadapan 

Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa; 
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c) Badan Perwakilan Desa (BPD) menyetujui Tanah Kas Desa untuk 

pembangunan sarana parkir, pelayanan kesehatan dan perluasan tempat 

peribadatan; 

d) Kepala desa mengabulkan proposal tersebut dan mengajukan surat 

rekomendasi kepada Camat Pemerintah Kecamatan Depok tentang  

permohonan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa; 

e) Pemerintah Kecamatan dan Camat Depok  mengajukan surat  kepada 

Bupati Sleman tentang Pelepasan Tanah Kas Desa 

f) Bupati Sleman mengajukan Permohonan Izin Pelepasan Tanah Kas 

Desa kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Pemerintah 

Desa Condongcatur dan Caturtunggal melepaskan Tanah Kas Desa 

kepada Pengurus Gereja untuk  sarana parkir, pelayanan kesehatan dan 

perluasan tempat peribadatan; 

g) Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin 

Kepada Pemerintah Desa Untuk Melepaskan Tanah Kas Desa kepada 

Panitia Gereja Condongcatur dan Caturtunggal  untuk  Sarana Parkir, 

Pelayanan kesehatan dan Perluasan Tempat  Peribadatan; 

h) Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Panitia 

peduli Gereja Katolik Santo Yohanesa Rasul Pringwulung dan Gereja 

Katolik Santa Maria Assumpta Babarsari 

Baik Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Pringwulung 

maupun Gereja Katolik Santa Maria Assumpta Babarsari telah 
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memperoleh kepastian hukum karena kedua Gereja tersebut telah 

memperoleh sertipikat  Hak Milik atas tanah. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka 

saran-yang dapat penulis ajukan adalah Sebaiknya bagi badan hukum 

keagamaan yang akan mengajukan Hak Milik Atas Tanah Negara perlu 

memperhatikan proses-proses yang terkait dengan perolehan Hak Milik atas 

Tanah Kas Desa  agar dengan mudah memperolehnya. 
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